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Menimbang i a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI MOJOKERTO,

bahwa untuk menjamin akses dan mutu penyelenggaraan
pelayanan dasar kepada masyarakat Bidang
Ketenagakedaan agar dapat dirasakan secara merata dan
layak, perlu menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM);

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER. IS/MEN/X/ 2OIO tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER.04/MEN/lV/2ALl, Pemerintah Kabupaten wajib
menyelenggarakan pelayanan urusan ketenagakerjaan
berdasarkan SPM Bidang Ketenagakedaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketenagakerjaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Mojokerto;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkung€rn Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
273o]';

c .



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 152, .Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang*Undang Nomor 12 Tahun
2OO8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aSaa\;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OI1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 523a);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Penyusun€rn dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor a585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang
Pembagian Umsan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OA7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2OOT tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7a\;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2OOT
tentang Petunjuk Teknis Pen5rusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2OO7
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor
PER. 15/MEN/X/2O1O tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Ketenagakerj aan ;
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Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 Tahun
2OII tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 20tt-2o15 (Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 20ll Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor'S)

Peratur€rn Daerah Nomor 11 tahun 2OO8 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dan Tata Keda Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2OO8
Nomor lU sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2OLO
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2O1O
Nomor 10);

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Mojokerto;

METIUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAIT BUPATI MOJOKERTO TENTANG STAITDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDAITG KETENAGAKER^IAAN DI
KABT'PATEIV MOJOI(ERTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dirnaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Mojokerto;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Mojokerto;

Bupati adalah Bupati Mojokerto;

4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya
disebut Disnakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Mojokerto.

5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM
adalah ketenfuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar
yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak
diperoleh setiap warga secara minimal.

6. Pelayanan dasar ad.alah jenis pelayanan publik yang
mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan
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masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan
pemerintahan.

7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan
kualitatif yang digunakan untuk mqnggambarkan besaran
sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu
SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau
manfaat pelayanan.

8. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk
mencapai target jenis pelayanan Bidang Ketenagakerjaan
sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan dalam
SPM Bidang Ketenagakerjaan secara nasional.

9. Nilai adalah Standar yang harus dicapai sebagaimana yang

ditetapkan dalam SPM Bidang Ketenagakerjaan secara
nasional.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SPM Bidang Ketenagakedaan dimaksudkan sebagai acuan dalam
melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggara€rn
pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 3
Tujuan ditetapkan SPM Bidang Ketenagakerjaan meliputi :
a. menjamin penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang

Ketenagakerjaan kepada masyarakat;
b. menjamin ketersediaan, ketedangkauan dan peningkatan

kualitas pelayanan Bidang Ketenagakerjaan;
c. meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah:

a. alat untuk menjamin aksesibilitas dan kualitas pelayanan

Bidang Ketenagakerjaan yang diterima oleh masyarakat dalam
kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah
Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Ketenagakerjaan
kepada masyarakat;

b. alat monitoring dan evaluasi serta tolok ukur untuk mengukur
keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang

berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan
kepada masyarakat;



c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama

pelayanan Bidang Ketenagakerjaan kepada masyarakat

berbasis kinerja;

d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah'

BAB III

JENIS PELAYANAN DASAR, INDII(ATOR, NILN

DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan di Bidang

Ketenagakerjaan sesuai dengan sPM Bidang

Ketenagakerjaan' meliPuti :

a. Jenis PelaYanan Dasar;

b. Indikator ;

c. Nilai ; dan

d. Batas Waktu PencaPaian.

(21 Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri atas:

a. Pelayanan Pelatihan Kerja;

b. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja;

c. Pelayanan Penyelesaian Perselisihan

Industrial;

d. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek; dan

e. Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan'

Hubungan

Pasal 6

(1) Pelayanan pelatihan keda sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

a. indikator sPM yang menunjukan besaran tenaga kerja

yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dengan

nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar

TSa/o serta batas waktu pencapaian secara bertahap

sampai dengan tahun 2016;

b. indikator sPM yang menunjukan besaran tenaga kerja

yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

dengan nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan

sebesar 6A0/o serta batas waktu pencapaian secara

bertahap samPai dengan tahun 2O16;

c. indikator SPM yang menunjukan besaran tenaga kerja

yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dengan nilai
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pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar 600/0
serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai
dengan tahun 2OL6;

Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (21 huruf b, terdiri atas indikator SPM
yang menunjukan besaran pencari kerja yang terdaftar yang

ditempatkan dengan nilai pencapaian secara bertahap
sampai dengan sebe sar 7oo/o serta batas waktu pencapaian
secara bertahap sampai dengan tahun 2016;
Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21 huruf c,
terdiri atas indikator SPM yang menunjukan besaran kasus
yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dengan
nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan sebesar
50% serta batas waktu pencapaian secara bertahap sampai
dengan tahun 2OL6;
Pelayanan kepesertaan jamsostek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (21 huruf d, terdiri atas indikator SPM
yang menunjukan besaran pekerja/buruh yang menjadi
peserta program jamsostek dengan nilai pencapaian secara
bertahap sampai dengan sebesar 50% serta batas waktu
pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2016;
Pelayanan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (21 huruf e, terdiri atas :
a. Indikator SPM yang menunjukan besaran pemeriksaan

perusahaan dengan nilai pencapaian secara bertahap
sampai dengan sebesar 45oh serta batas waktu
pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2OL6;

b. Indikator SPM yang menunjukan besaran pengujian
peralatan di perusahaan dengan nilai pencapaian secara
bertahap sampai dengan sebesar 50% serta batas waktu
pencapaian secara bertahap sampai dengan tahun 2OL6.

Pasal 7

Perencanaan target pencapaian indikator kine{a tahunan SPM
Bidang Ketenagakerjaan, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini

(3)

(41

(s)
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BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Ketenagakerjaan

berdasarkan SPM Bidang Ketenagakerjaan secara operasional

dikoordinasikan oleh Disnakertrans.
BAB V

PERENCAITAAN, PELI\KSANAAN DAN PELAPORAIT

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 9

Disnakertrans bertanggungiawab untuk men1rusun perencanaan

pencapaian dan penerapan SPM Bidang Ketenagakedaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 1O

Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh

Disnakertrans berdasarkan SPM Bidang Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 11

Disnakertrans wajib menyampaikan laporan hasil
pencapaian target/kinerja penerapan SPM Bidang
Ketenagakerjaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bupati menyarnpaikan laporan hasil pencapaian

targetlkinerja penerapan SPM Bidang Ketenagakerjaan

daerah kepada Gubernur berdasarkan laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PENGAWASAIT DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) Bupati melakukan pengawasan dan evalua.si penerapan dan
pencapaian target/kinerja SPM Bidang Ketenagakerjaan
yang telah ditetapkan.

(1 )

l2l
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(21 Hasil pengawas€rn dan evaluasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), selanjutnya dilaporkan Bupati kepada

Gubernur.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan peneraPao,

pencapaian targetlkinerja, pelaporan, pengawasan dan evaluasi

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan/atau sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal z-o r u r*r 2-o tL

BUPATI M

MUS11OF.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal r-s :w t*t ?s 11

PIt. SEKRETARIS DAERATI KABUPATEII MOJOKERTO

4
MOCH. ARDI P.

BERTTA DAERATT r(ABUPATEN MOJOKERTO TAIIUN 2Ot2 IIOMOR 4



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 3A TAHUN2012
TANGGAL 2o r \-J L-t ?-D I ?-

RENCANA PENERAPA,N STANDAR PELAYAI{AN MINIMAI,
BIDANG I{Ef ENAGAKER.'AAN

No
Pelayanan

Dasar Indtkator SPM Nttat
Batas
Waktu

Pencapalan

Target Pencapalan Tahunan Sotker /
Lembaga

Penanggung
Jawab

Keterangan
20t2 20^13 20^t4 2015 20L6

1 . Pelayanan
Pelatihan
Kerja

Besaran tenaga
ke{a yang
mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensis

75 o/o 2016 5 0 % 50 "/o 60 o/o 60 o/o 75o/o Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

Jml Tenaea Kerja yans dilatih x LOtr/o
Jml Pendaftar Pelatihan berbasis kompetensi

Besaran tanaga
ke{a yang
mendapatkan
pelatihan berbasis
masvarakat

6O o/o 2016 5O o/o 5s% 6O o/o 6O o/o 600/o Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

Jml Tenaea Kerja yang dilatih x 100o/o
Jml Pendaftar Pelatihan berbasis masvarakat

Besaran tenaga
kerja yang
mendapatkan
pelatihan
kewirausahaan

6A o/o 20t6 5O o/" 5 5 % 6 0 % 60 o/o 600h Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

Jml Tenaea Kerja vane dilatih x 1o0o/o
Jml Pendaftar Pelatihan Kewtau sahaan

2. Pelayanan
Penempat
an Tenaga
Keria

Besaran pencari
kerja yang terdaftar
yang ditempatkan

7O o/o 2016 65 o/o 7O o/o 7O o/a 7O o/o 7Oo/o Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

Jml Pencari Kerja yans ditempatkan x 100p/o
Jml Pencari Kerja terdaftar

3. Pelayanan
Penyelesai
an
Perselisiha
n
Hubungan
Industrial

Besaran Kasus yang
diselesaikan dengan
Pedanjian Bersama
(PB)

5 0 % 2016 45 o/o 47 o/o 4 7 % 5 0 % so% Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

Jml Kasus yang diselesaikan denean PB x lOU/o
Jml Kasus yang dicatatkan

Pelayanan
Kepeserta
an
Jamsostek

Besaran peke4al
buruh yang menjadi
peserta program
Jamsostek

50% 2016 40 o/o 45 o/o 45 o/o 5 0 % 50% Dinas Tenaga
Keq'a dan
Transmigrasi

Jml Pekeria/Buruh Peserta Jamsostek aktif x 10001
Jml Pekerja/Buruh



No
Pelayauan

Dasar
Indikator SPM Ntlat

Batas
Waktu

Pencapalan

Target Pencapalan Tahunan Satker /
Lembaga

Penanggung
Jawab

1(sfg6ngan

2012 2013 20^t4 2015 20^t6

5. Pelayanan
Pengawas
an
Ketenagak
erjaan

Besaran
Pemeriksaan
Perusahaan

45 o/o 2016 4A o/o 4O o/o 42 o/o 45 o/o 45o/o Dinas Tenaga
Kerja dan
Transmigrasi

Jml Perusahaan }rane telah diperiksa x 10ff/o
Jml Perusahaan yang terdaftar

Besaran Pengujian
Peralatan di
Perusahaan

5A o/o 2016 40 o/o 45 a/o 5O o/o 5 0 % SOVo Dinas Tenaga
Ke{a dan
Transmigrasi

Jml Peralatan vane telatl diuji x lo0o/o
Jml Peralatan yang terdaftar

BT'PATI U

MUSTOF


